
BUPATI CIREBON

PROVINSE JAWA BARAT

KEPUTUSAN BURATh CIREB0N

NOMOR        : 000_.7.2.6/Kep. 482     -_BP.BD/2024

IAMPIRAN  :  1 {satu) I,ampiran

TENENG

ITM PENYUSUN RENCANA KERIA BADAN PENANGGUIANGAN BENCANA

DAERAII KABUPAREN CIREBON TAHUEN 2025

BUPA" CREB0N,

Meninbang   :   a.  bahwa   berdasarlran   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian  dan  Ewaluasi  Pembangunan   DaeITah,  Tafa
Cara   Evaluasi '` Rancarigan   Peraturan   Daerah   Tentang
Rencana   Pemhangunan   LJan8ka    Panjang_   Daerah.   dan
Rencana  Pembangt:nan  Jan8ka  Menengah  Daerah7  serta
Tata   Cara   Pemhahan_   Rencana   Pembangunan   Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jan8ka Menengah
Dacrah dan_ Rencana. Keria Pem€rintah  Daerah,  Peran8kat
Dacrah periu menyusun Rencana Keria dengan berpedoman

pada Rencana Shategis;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 P€raturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Perencanaan,   Peng€nda]jan   dan   Ewaluasi   Pembangunan
Daerah, Tata Cara Ewahaasi Rancangan P€raturan Dacrah
Tentang  Rencana  Pembangunan  Jan8ka  fanjang  Dacrah
dan   Rencana  Pernbangunan  Jan8ka  Menengah   Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jan8ka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jran9ka Menengah
Daerah  dan  Rencana   Kelja  Pemerintah  Dacrah,   dalam
rangka penyusunan Rencana Keria Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, periu membentuk Tim Penyusun Rencana
Keria Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati   tentang   Tim   Penyusun   Rencana   Kerja   Badan
Penanggulangan    Bencana    Daerah    Kabupaten    Cirebon
Tahun 2025;

Mengingat      :   1.   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      1950      tentang
Pem ben tukan        Daerah -D aerah        Kabupaten        D alam
Lingkungan  Propinsi Djawa Barat  (Berita Negara Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten subang dengan mengubah        Undang-Undang
Nomor       14      Tahun       1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (I,embaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah      diubah      beberapa      kali,       terakhir      dengan
Undang-Undang  Nomor 6  Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan       Pem erintah       Pengganti       Undang -Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta         Kelja   menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2023     Nomor  41,  Tambahan  Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);



5.   Peraturan    Presiden    Nomor    59    Tahun    2017    tentang
Pe laksan aan        Pencap aian        Tuj u an        Pe mb angun an
Berkelanjutan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

6.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang    Daerah    danRencana    Pembangunan    Jangka
Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan     Jangka      Panjang      Daerah,      Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah,   dan  Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7.   Peraturan    Daerah       Kabupaten       Cirebon    Nomor     12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten  Cirebon  (I,embaran  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor  12)  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   1
Tahun  2021   tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Cirebon    Nomor    12    Tahun    2016    tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor  1);

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019  Nomor  7)   sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2021  tentang   Perubahan atas Peraturan
Daerah     Nomor     7     Tahun     2019     tentang     Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    Kabupaten
Cirebon  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  158  Tahun  2023  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta



Tata  Kelja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :

KESATU          :   Tim penyusun Rencana Kelja Badan penanggulangan Bencana
Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun   2025   dengari   susunan
keanggotaan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Keputusan  Bupati
ini.

KEDUA           :   Tim  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  bertugas
untuk    mengumpulkan    data    dan    informasi,    menyusun
dokumen    perencanaan   sesuai   tahapan    data,    tata   cara
termasuk   melakukan   pengendalian   penyusunan   kebijakan
dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA          :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal    3  Agustus  2324

P}.. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:
1.   Yth. Kepala      Badan      Perencanaan      Pembangunan,      Penelitian      dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



IAMHRAN  KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR       : OcO.7.2.6/Kay.  482 -BPBD/2024

TANGGAL    :   3  Agrst,us  2J£4

TBNTANG    : iTed        pEN¥uSuN        RENCAz`rA       ICERIA       BADAN

PENANGGUENGAN  BENCANA  DAERAII  KABUPATEN

CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KENGGOTAAN HM RENYUSUN REHCANA RERIA BADAN
PENANGGUIANGAN BENCANA DAERAII aIABUFmTEN CIREB0N TAHUN 2024

I.     Penanggungjawab    :   Kepala      Pelaksana      Badan      Penanggulangan
Ehac- Dach

11.    Ke"aTin

Ill.   seketaris

:   Sekretaris    Balaksana    Badan    Penanggulangan
Bencana Daerah

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

IV.   K€lompok Kcja         :    a.  Seketariat

b.  Bidang Eenpegahan dan Kesiapsiagaam

c.  Bidang Kedaruratan dan Legistik

d.  Bidang Rehabhitasi dan Rekonstruksi

Pi. BUPA" CREB0N.

wArm MljAyA



LAMPIRAN  KEPUTUSEN BUPAu CIREBON

NOMOR       : 000.7.2.6/Kep®   432 -BPBD/2024

TANGGAL    :    3  A6ms.<lis   2`J24

TERTANG    : Tmd       pENyusuH       REHCAnIA       KBRIA       BADAN

PENENGGUENGAN  BENCAr\IA  DAERAI±  KABupATEN

CIREBON TAHUN 2025

SUSUNEN KEANGGOTAAN TIM FENYUSUN RENCANA RERIA BADAN

PENANGGULENGAN BENCANA DAERAI+ KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

I.     Penanggungjawab    :   Kepala      Pelakeana      Badan      Penanggulangan
hacana Daerch

H.    KetuaTin

nl.   SekFetaris

:   Seketaris    Pelaksana    Badan    Penanggulangan
Bencana Daerab

:   K€pala Bidang Bencngahan dan Kesiapsiagaan

IV.   Kelompok Kfria          :    a.  S€1netariat

b.  Bidang Pen,cegahan dan Kesiapsiagaan

c.  Bidang Kedamratan dan L®gistik

d.  Bidang Rehabdi±asi dan Rekonstruksi

H. BUPATI CREBON,

WAHYU MIJAYA



\

PEMERINTAH KABUPATEN CIREB0N
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. I 2 Komplek Pehatoran Pcmda Telp/Fck {023 A } 8309887
Ei-mal\A .. bpbdkab.cirebon@gma i I.com

SUMBER                                                                  45611

Kepada
Dari
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

M®" ®iNAS

Bupati Cirebon
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
900. i .1.2 / i 6 3 / Siehe&
Segera

Permohonan  Penandatanganan  Surat Kepmusan  Bupati  Cirebon tenfang
Tim  Penyusun  Rencana  Kena  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Disampaikan dengan hormat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tafa Cara Perencanaan, Pengendalian

dan  Evaluasi  Pembangunan  beerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Perafuran  Daerah
Tenfang  Rencana  Pembangunan  Jangfa  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah,  serfs Tata Care  Perubahan  Reneana  Pembanguman  Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembenguman Jangfa menengah DaeTah dan Rencana  Keria
Penrerinfah  Daerah.  Dafam  rangka  Penyusunan  Rencana  Ke¢a  Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, penu membenfuk Tim Penyusun Remana Kel[ia Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Kami  mchon  kepada  Bapak  dapat  berkenan

menandafangani Surat Keputusan  Bupati Cirebon tenfang "m  Penyusun  Rencana  8{e,I;a
Badan Penanggulangan Bencama Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat PeTnehonan Penandafanganan Surat Keputusan ini disampaikan,
afas peinatian dan perkenan Bapak kami sampaifan terima kasih.

Sumber,13 Agustus  2024

Kepela Pelaksama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Cireben

Dr. H. DENI NUFtcAHYA. ST.. M.Si.
Nue. igrmio2i 2oo5oi 1 cos

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

f"ufnen ini tefah diEandiferlgarri secara elektonik yang dberbantari olch Balai Sedifikasi Elelfronik (BsrE}, BSSN


